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PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG TATA CARA PENDAFTARAN
KEGIATAN LEMBAGA PELATIHAN KERJA PEMERINTAH DAN LEMBAGA PELATIHAN KERJA PERUSAHAAN

ABSTRAK: - Lembaga pelatihan kerja pemerintah dan lembaga pelatihan kerja perusahaan harus
mendaftarkan kegiatannya berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (4) dalam Pasal 81 angka
1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-
Undang;

- Dasar hukum Peraturan Menteri ini adalah : UUD 1945 Pasal 17 ayat (3); UU No. 13 Tahun
2003; UU No. 39 Tahun 2008; PERPRES No. 95 Tahun 2020; PERMENAKER No. 1 Tahun
2021;

- Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang mekanisme dan persyaratan pemberian tanda
daftar Ipk pemerintah dan Ipk perusahaan, perubahan dan/atau penambahan program
pelatihan kerja, pelaporan, dan pembinaan.

CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 14 Mei 2024;
- Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Ketenagakerjaan
Nomor 17 Tahun 2016 tentang Tata Cara Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan
Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 712), dicabut dan dinyatakan
tidak berlaku.



